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PEMERINTAH KABUPATEN PE'I'IR'ELATAH
I}INAS PENDIDIKAN IDAN KBBTIIDAYAAN

fl. H. Agus Salim - Painan Telp (0756) u.6a2

sunltT pERJtrt{IInN pEnrBEnrtrty BENTUtrN
DIlIUtr AT.OKtrSI IIHUSUS rIstrII

BIDIING PENI'IDIKITT TtrI. 2O2O

KEEIAIA}I:

PEMBANGUNAN/REHABILITASI GEDT'NG DAN PENGADAAN

SARANA PRASARANA SEKOUIH MENENGAH PERTAMA IDAK REGUTER 2O2O)

Antara

PEHMilTAH IIAERAH XABUPATE}I PESISIR SNATA}I

dengan

IGPAUI SEXOLAH S}iHI Z RAHAH AIIffiK HUI.U TAPAil

Nomor

Tanggal

: 26 I \l I SARPRAS/DAKPSMP/SIUK/ DPK-PS I 2O2O

: O2 APRIL 2O2O

h hari ini Kamis tangga! Duabulan Aprittahun Dua ribu dua puluh, Kamiyang bertanda tangan di

ffik unhrk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Pesisir Setatan

*imra disebut PIttAK PERTA|ITA

L l{ama

L Jabatan

3. Alamat

L tlama

L Jabatan

Ahmat

: ELIDARTI,M.Pd

: Kuasa Pengguna Anggaran Bidang pembinaan SMp

Tahun Anggaran 2O2O

: Jl. H. Agus Salim - Painan

: SYARTATI DEWIT&M.Pd

: Kepala UPT SMPN 2 Ranah Ampek Hulu Tapan

: Padang Kejai Ken. Kp.TengahTapan

dan atas nama jabatan tersebut diahs berdasarkan Surat Keputusan Bupati pesisir Selahn No.

2019 Tanggal 30 Desember 2019 yang selanjutnya disebut pruAK KEDUA,

tI PEtTfl{/l dan PIHAK IGDUA secrr?r bersama terlebih dahulu rnenjelmkan dan menyadarf

haFhal sebagai berikut :

L Hnm undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 antara tain mengamanatlon :

> kl 11 ayat (1) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan

hernudahan serta menjamin terselenggannya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga

negart tanpa diskiminasi;



Nornor SPPB
'fenggal

: 26/IV/SARPMS/D AKJSMPNNK/DPK-PSP%A
: 02April2020

Pasal 45 ayat (1) : Sistem Pendidikan Nasiona! diatur bahwa setiap satuan pendidikan formal
dan non formal menyediakan sarana dan prasamna yang memenuhi keperluan pendidikan

sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisi( kecerdasan lntetektual, sosial,

emosional, dan kejiwaan peserta didik;

Pasal '16 ayat (1) : Pendanaan pendidikan menjadi tanggungfawab bersama antara pemerintah,

Pemerintah daerah dan masyamkag

Pasal z16 ayat (2) : Pemerintah dan Pemerinhh Daerah bertanggung jawab menyediakan

anggalan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

L Bahwa kegiatan peningkatan pmsamna pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan

nasional, sehingga Pemerintah berupaya mendorong Pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota

melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses bagi masyarakat terhadap
pendidikan yang lebih berkualitas dengan mengatokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK);

3- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 42 tentang Standar Nasional pendidikan

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun

2015 yang mewajibkan setiap satuan pendidikan memiliki sarana prasarana pendidikan untuk
menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu
pendidikan;

t Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 88 Tahun 2Ct9 Tanggal 30 Desember 2019
Entang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020 menentukan bahwa kegiatan
peningkahn prasar.tna pendidikan dilakukan oteh Panitia pembangunan Sekotah secara swakelola
yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah penerima alokasi DAK sebagai bagian integral manajemen
berbasis sekolah;

5- Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020
Tanggal 26 tubruari 2020 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Esik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020;

C Balrwa untuk peningkatan prasarana pendidikan disediakan anggarcn metatui Dokumen
Haksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.01.01.1.01.0r.01.16.83 Kegiatan pembangunan/Rehabititasi

Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah perhma (DAK Reguler 2020);

hi rnenyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian pemberian

Itsan hna Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan-ketentuan

fat-),arat seperti dalam pasal-pasal di bawah ini :

Feknfu*nz
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Pasal I
I'laksud dan Tujuan

ini sebagai bagian dari pelaksanaan program DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan
mmdanai kegiatan pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan pada jenjang sekolah Menengah

dergan tujuan sebagai upaya pemenuhan prasarana pendidikan sesuai dengan standar nasional
pfiflon. Pihak Kedua bersedia melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tercantum datam p1B &
ma'serta bertanggungiawab penuh terhadap penggunaan dana yang diterima.

Pasal 2

Ungkup Pekerjaan

Pemberian Bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 dlgunakan untuk
pekerjaan pembangunan/relmbilitasi prasarana pendidikan pada SMpN 2 Ranah Ampek

Tapan yang meliputi :

L Pembangunan Ruang perpustakaan,

Pasal 3

Jangka Waktu pelaksanaan

E gla waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Z adalah 120 (seratus dua puluh) hari
Eder terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun Anggaran 2020 di
&rirp PIHAK KEDUA

;IHAK IGDUA akan mulai melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud daiarn pasal 2 paling
ffiat 14 (empat betas) hari kalender terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang
Mdikan Tahun Anggaran 2020 di rekening PIHAK KEDUA.
ftstsanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling larnbat pada tanggal 30 Desember
m0.

pasal 4
Prinsip-Prinsip pekerjaa n

dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun Anggaran 2020 meliputi :

&naan dikerjakan dengan mekanisme swaketola,

kapan asas efektifitas, efisiensi, bansparansi dan akuntabititas,
lbgtamaan partisipasi masyarakat datam pengeroraan kegiatan,
nffimi kualitas pekerjaan dengan barang yang dihasilkan,

Peabeian Bentuan
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Pasal 5

Tugas dan Kewajiban Para pihak

EllX PERTAMA :

a! lienyalurkan dana dengan segera ke satuan pendidikan penerima DAK Fisik Bidang pendidikan

rmehlui Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan jangka waktu pelalsanaan

sebagairnana dimaksud dalam pasal 3.

b) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat

Kabupaten.

q Hemberikan bimbingan teknis dan/atau sosialisasi dan/atau pendampingan pelaksanaan DAK Bidang

Pendillikan.

Q l'tdaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun pelaporan kegiahn DAK Bidang Pendidikan.

?- 
'I}IAX 

KEDUA :

a) Bertanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan program DAK secara fisik dan keuangan di tingkat

satuan pendidikan (Sekolah).

b) l'lernbentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) ditingkat Satuan Pendidikan (Sekolah).

c) lldaporkan keadaan fisik dan keuangan serta penggunaannya secara periodik kepada PIHAK
PERTAMA.

O ]lencatat dan melaporkan aset yang diperoleh dari DAK Bidang Pendidikan kepada PIHAK
PERTAMA.

Pasal 6

Pelaksanaan Pekerjaan

RBanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud datam Pasal3 memperhatikan hat-halsebagai berikut :

;lllAl( KEDUA dalam melaksanakan kegiatan harus melibatlon unsur sekolah, komite dan masyarakat
anqi bagian integral manajemen berbasis sekolah,

ErlX KEDUA dalam mengelola DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 harus sesuai dengan petunjuk Teknis

lal Hlnjuk Operasional DAK Bidang Pendidikan serta peraturan perundang-undangan yang terkait,
Eril( KEDUA membuat laporan secarct bert<ata mengenai pelaksanaan pekerjaan/kemajuan pekerjaan
hPeda PIHAK PERTAMA,

*!llAl( KEDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dokurnentasi pekerjaan,

$ran kernajuan pekerjaan dan kelengkapan administrasi lainnya parta tahapan pencairan dana,

,HAl( XEDUA wajib melakukan pencatatan penerimaan dan penrgeluaran dalam buku kas serta

;hpomn keuangan dari hasil pekefiaan,

tll( XEDUA berkaanjiban memungut dan sekaligus menyetorkan pajak-pajak yang terkait dengan

*ftsanaan pkerjaan serta menyimpan buRi-bukti setoran dan hktur pajak sesuai dengan peraturan

FrldarE-undangan,

Pembeilan Baniuan
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ttHAK XEDUA berkewajiban melakukan serah terima hasll pekerjaan dengan PIHAK PERTAITIA yang

firanglen dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan,

L PIIIAK KEDUA wajib menyimpan seluruh dokumen pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun

lrggaran 2020,

I PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh tertradap gxngelolaan seluruh dana DAK Fisik Bidang

Fendidikan Tahun Anggaran 2020 yang diterima dari PIhtAK PERTAMA,

Pasal 7

Pengawasan dan Perneriksaan

e. Dalam pengawasan/pemeriksaan dan pengendalian pekerjaan, PIHAK PERTAMA dibantu oleh tenaga

Fasilitator yang merupakan unsur individu yang ahli dibidangnya,

L PIHA( PERTAMA mempunyai hak untuk menolak setiap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan

Bentuan pelaksanaannya,

Pasal I
lumlah Dana Bantuan

L InK Fisik Bidang Pendidlkan Tahun Anggaran 2020 yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK

Eru-A sebesar Rp. 295.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai

Hut:
a) Pembangunan ruang perpustakaan = Rp. 295.000.000,-

Z lbna sebagaimana dimakud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

hl2.

Pasal 9

Penyaluran Dana

penyaluran dana sebagaimana dimakud dalam Fasa! 8 ayat (l) sebagai berikut :

L Tilap I : 25o/o (Dua puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana s,wakelola setelah perjanjia+ ini
cndatangani kedua belah pihak beserta dokumen lainnya diterima dan disetujui PIHAK pERTAllA,

L Tdap II:45o/o (Empat puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana srrakebla apabila pekerjaan tetah

urcapai bobot 20olo (Dua puluh perseratus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress kemajuan

*riaan,

kp III : 30% Oiga puluh persemtus) dari keseturuhan dana sruakelola apabila pekerjaan telah

-mpai 
bobot 650/o (enam puluh lima perseratus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress

tmjmn pekerjaan.

D*L-;* D*.-t grrte, turt burrru@,
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FnbqEran disalurkan/transfer ke rekeninE PrHAK KEDUA dengan rincian sbb :

lfna Rekening :

lErcr Rekening : 19OO.O21O.1489O-5

tlanaBank : BankNagariCabangTapan

Pasal 1O

Force Majeure

Fore Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat

flIndarlon sehingga suatu kegiatan tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya sepefti bencana

&n, epidemi( peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan/kerusuhan.

Apbila terjadi force majeure maka PIHAK NEDUA segera memberitahukan kepada PIHAK

PETAMA secara tertulis selambat{ambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak

Erldinya force majeure dengan dilengkapi bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pihak benarenang.

Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari PIHAK KEDUA sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2)

rda PIHAK PERTAMA akan metakukan evaluasidan kajian untuk mengambil keputusan, nnenyetujui

ahr menolak permohonan dari PIHAK KEDUA tersebut.

fFih pernohonan tertulis dai'i PIHAK KEDUA tentang force majeure diterima/disetujui maka akan

frrkan perubaha n perja njian seda ng kan perjanjian awal dinyataka n batal.

Pasal 1l
Sisa Dana

f@ih PIHAK IGDUA dalam melaksanakan pekerjaan terdapat kelebihan/sisa dana maka dapat

Qmakan untuk menambah volume atau sasamn dengan persetujuan PIHAK PERTAMA,

& sisa dana tidak digunakan untuk penanrbahan volume atau sasaran maka sisa dana tersebut harus

fioebrtan kembali ke kas daerah.

Pasal 12

Pertanggungjawaban

l!!ul( XEDUA wajib membuat lapomn secara berkata mengenai pelaksanaan pekerjaan / kemajuan

fbiran kepada PIHAK PERTAMA.

Eru( XEDUA wajib membuat dan menyemhkan kepada PIHAK PERIAMA dokumentasi kegiatan

h-rta kehngkapan administrasi lainnya pada tahapan pencairan dana.

renfirerun f,antwn
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3. Lpran pertanggungjawaban kegiatan harus sudah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK

Pg{TAlf,/l selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat selesainya pelaksanaan

pd(erjaan, dilampiriantara lain :

a) Berita Acara Serah Terima,

b) Bukti pertanggungiawaban keuangan seperti : kwitansi/ faKur setiap pembelian barang dan bukti

pengeluaran lainnya,

c) Bukti setoran pajal$

d) Bukti teknis pekerjaan.

Pasal 13

Sanksi

L Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan atau terjadi penyimpangan dari

k&ntuan yang berlaku dalam dokumen teknis, MB dan Gambar ren@na, maka PIHAK PERTAMA

secrra sepihak dapat memutuska n/menghentilon pekerjaan tersebut.

L knutusan/penghentian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas maka PIHAK KEDUA wajib

mengembalilon seluruh dana dan disetorkan ke kas daerah dan dikenakan sanksi sesuai dengan

h#ntuan perundang-undangan.

Pasal 14

PENUTUP

ffiian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di painan, pada hari dan

@ tersebut di atas. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya

bnHereicukup dan 2 (dua) rangkap lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Painan, tanggal tersebut di atas

PIHAK PERTAMA,
Kuasa Pengguna Anggaran

ND. 19800308 200312 200s

bbiqd Pemkfiail Bantuan


